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BAB I

PENDAHULUAN
1.1.     Latar Belakang Penelitian


Dirjen Pajak dengan visi  menjadi institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi  maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dibidang administrasi perpajakan. Reformasi dilakukan  dengan melakukan perubahan yang penting yang selaras dengan dinamika perekonomian dan dunia usaha agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang adil , kompetitif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai stakeholder, yang terwujud dengan penerimaan negara yang optimal, kepercayaan masyarakat yang tinggi sehingga terwujud masyarakat yang sadar dan peduli pajak. 


Reformasi di bidang administrasi perpajakan dilakukan melalui reformasi di bidang organisasi, proses bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Reformasi di bidang organisasi dilakukan melalui penataan organisasi berdasarkan fungsi dan segmentasi Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak. Reformasi proses bisnis berorientasi pada penyederhanaan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan reformasi manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan integritas.


Berdasarkan pernyataan strategis Direktorat Jenderal Pajak komitmen organisasi terhadap Sumber Daya Manusia adalah menyediakan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendorong  Sumber Daya Manusia memiliki integritas yang tinggi, bertindak professional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik sehingga dapat dipercaya masyarakat.


Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak mempunyai peran ganda yaitu sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat. Sebagai abdi negara pegawai pajak adalah aparatur Negara yang berfungsi melaksanakan administrasi pemerintahan di bidang penerimaan Negara di sektor pajak sedangkan sebagai abdi masyarakat pegawai pajak harus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai stakeholder pajak  sehingga kepercayaan masyarakat dan peran masyarakat dalam turut serta membiayai pembagunan bangsa tinggi. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Menunjang pelaksanaan tugas sebagai abdi negara maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangan sistem manajemen berbasis kinerja yang diukur melalui pelaksanaan pekerjaan, disiplin kehadiran, sikap dan perilaku pegawai,  kompetensi dan peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM. Beberapa faktor  yang menentukan kualitas tenaga kerja yaitu tingkat kecerdasan, bakat, sifat kepribadian, tingkat pendidikan, kualitas fisik, etos (semangat kerja), dan disiplin kerja.

Pelaksanaan pekerjaan mengharuskan pegawai untuk memberikan prestasi kerja yang baik. Prestasi kerja dapat diartikan sebagai produktivitas yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh Sedarmayanti (2012:50). “Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organiasasi”. 

Kinerja KPP Pratama Bandung Tegallega dalam meningkatkan penerimaan secara keseluruhan telah mencapai target kinerja penerimaan sebesar 104,34% seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kinerja Penerimaan Pajak

Periode 2015 

(dalam jutaan  rupiah)
	No
	Jenis Pajak
	Penerimaan Bruto
	SPMKP
	Netto 2015
	Target Tahun 2015
	% thd target

	1
	3
	4
	5
	6(4-5)
	7
	8=(6/7)

	A. Pajak Penghasilan
	206.692
	3.002
	203.691
	182.000
	111,92

	1. PPh Non Migas
	206.681
	3.002
	203.679
	182.000
	111,91

	1
	PPh Pasal 21
	110.183
	2
	110.181
	77.710
	141,78

	2
	PPh Pasal 22
	6.196
	0
	6.196
	6.507
	95,22

	3
	PPh Pasal 22 Impor
	8.059
	0
	8.059
	9.292
	86,74

	4
	PPh Pasal 23
	12.584
	2.310
	10.274
	15.516
	66,22

	5
	PPh Pasal 25/29 OP
	5.094
	3
	5.091
	8.452
	60,23

	6
	PPh Pasal 25/29 Badan
	16.017
	403
	15.615
	12.554
	124,38

	7
	PPh Pasal 26
	13.393
	283
	13.109
	20.438
	64,14

	8
	PPh Final & FLN
	35.155
	0
	35.155
	31.532
	111,49

	9
	PPh Non Migas Lainnya
	0
	0
	0
	0,56557
	0

	2. PPh Migas
	11
	0
	11
	0
	0

	1
	PPh Minyak Bumi
	1
	0
	1
	0
	0

	2
	PPh Gas Alam
	9
	0
	9
	0
	0

	3
	PPh Lain Minyak Bumi
	0
	0
	0
	0
	0


(Lanjutan Tabel 1.1)
	4
	PPh Lainnya Gas Alam
	1
	0
	1
	0
	0

	B. PPN dan PPnBM
	122.007
	15.920
	106.087
	115.133
	92,14

	1
	PPN Dalam Negeri
	100.873
	15.920
	84.953
	95.867
	88,62

	2
	PPN Impor
	21.041
	0
	21.041
	19.262
	109,24

	3
	PPnBM Dalam Negeri
	13
	0
	13
	3
	449,92

	4
	PPnBM Impor
	79
	0
	79
	2
	4159,21

	5
	PPN & PPnBM Lainnya
	2
	0
	2
	0
	0,

	C. PL dan PIB
	7.103
	1.829
	5.274
	4.824
	109,33

	1
	Bea/Benda Meterai
	7.095
	0
	7.095
	4.782
	148,38

	2
	PTLL
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Bunga Penagihan PPh
	8
	0
	8
	4
	200,98

	4
	Bunga Penagihan PPN
	1
	0
	1
	38
	1,36

	5
	Bunga Pen. PPnBM
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	PIB
	0
	1829,31876
	(1829,3188)
	0
	0

	Jumlah A+B+C
	335.803
	20.751
	315.052
	301.957
	104,34


Sumber : Data MPN dan BO3 KPP Pratama Bandung Tegallega
Berdasarkan Tabel 1.1 kinerja penerimaan pajak periode 2015 telah mencapai target kinerja penerimaan sebesar 104,34% yang diperoleh dari penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang atas barang mewah, penerimaan pajak lainnya dan pemberian imbalan bunga.
Kinerja pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama Utama. IKU KPP Pratama Bandung Tegallega Semester I Tahun 2016 dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Bandung Tegallega
Semester I Tahun   2016
	No
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Polarisasi
	Target
	Pencapaian

	
	
	
	%
	%

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Rata-rata persentase janji  layanan unggulan
	
	
	

	1.1
	Persentase realisasi pelayanan pembuatan NPWP tepat waktu
	Maximize
	100
	98,02 

	1.2
	Persentase realisasi pelayanan pengukuhan PKP tepat waktu
	Maximize
	100
	100,00 

	1.3
	Persentase realisasi pelayanan restitusi PPN tepat waktu
	Maximize
	100
	100,00 


(Lanjutan Tabel 1.2)
	No
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Polarisasi
	Target
	Pencapaian

	
	
	
	%
	%

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.4
	Persentase realisasi pelayanan  penerbitan SPMKP tepat waktu
	Maximize
	100
	100,00 

	1.6
	Persentase realisasi SKB PPh 22 Impor tepat waktu
	Maximize
	100
	100,00 

	1.7
	Persentase realisasi pelayanan SKB PPh Pasal 23 tepat waktu
	Maximize
	100
	100,00 

	1.8
	Persentase realisasi pelayanan SKB PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI yang diterima pensiunan yang ditetapkan Menteri Keuangan tepat waktu
	Maximize
	100
	100,00 

	1.9
	Persentase realisasi pelayanan SKB PPh Pasal 23 tepat waktu
	Maximize
	100
	100,00 

	1.10
	Persentase realisasi pelayanan SKB PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI yang diterima pensiunan yang ditetapkan Menteri Keuangan tepat waktu
	Maximize
	100
	123,81 

	1.11
	Persentase realisasi pelayanan SKB PPN atas BKP tertentu  tepat waktu
	Maximize
	100
	162,50 

	1.12
	Persentase realisasi pelayanan SKB PPh atas penghasilan pengalihan hak atas tanah tepat waktu
	Maximize
	100
	120,83 

	2
	Persentase realisasi sosialisasi dan kehumasan
	Maximize
	100
	100,00

	3
	Persentase pembuatan mapping 
	Maximize
	100
	105,50

	4
	Persentase pembuatan profil Wajib Pajak
	Maximize
	100
	86,54 

	5
	Persentase jumlah WP OP hasil ekstensifikasi terhadap rencana jumlah WP OP hasil ekstensifikasi
	Maximize
	100
	101,17 

	6
	Persentase objek pajak yang telah SISMIOP terhadap jumlah objek pajak dalam basis data
	Maximize
	20 
	22,54 

	7
	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan
	Maximize
	100
	55,00 

	8
	Efisiensi pemeriksaan
	Minimize
	20
	49,69 

	9
	Persentase pemeriksaan selesai tepat waktu
	Maximize
	100
	79,80 

	10
	Persentase realisasi penerimaan hasil pemeriksaan terhadap rencana penerimaan hasil pemeriksaan
	Maximize
	100
	61,12 

	11
	Persentase realisasi penyidikan
	Maximize
	100
	100,00 

	12
	Persentase Realisasi Pemeriksaan Bukti Permulaan 
	Maximize
	100
	100,00 

	13
	Persentase jumlah kasus penggelapan pajak yang terungkap
	Maximize
	100
	100,00 

	14

	Efektivitas Analisis IDLP
	Maximize
	100
	100,00 


Sumber : Laporan IKU KPP Bandung Tegallega, 2016
Berdasarkan Tabel 1.2 diatas terlihat beberapa IKU yang belum mencapai target rencana seperti sebagai berikut : Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tercapai hanya sebesar 55,00 %, Efisiensi pemeriksaan tercapai hanya sebesar 49,69 %, Persentase pemeriksaan selesai tepat waktu tercapai hanya sebesar 79,80 %, Persentase realisasi penerimaan hasil pemeriksaan terhadap rencana penerimaan hasil pemeriksaan tercapai hanya sebesar 61,12 %.
Hasil pencapaian IKU yang masih di bawah target maka KPP Pratama Bandung Tegallega harus lebih mengefisienkan penggunaaan sumber daya manusianya untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, pembinaan pegawai harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan target pelaksanaan pekerjaan.
Keberadaan manusia merupakan motor penggerak utama dalam organisasi, maka jika sebuah organisasi memiliki prosedur kerja yang baik, memiliki struktur organisasi, dan juga memiliki teknologi, tetapi dalam organisasi tersebut tidak ada manusia, maka semua komponen diatas tidak akan mempunyai arti apa-apa dalam upaya menggerakan organisasi. Namun sebaliknya jika dalam sebuah organisasi tidak memiliki teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi tetapi ada manusianya, maka organisasi tersebut masih dapat berjalan walaupun dalam dinamika yang sangat rendah. Keberadaan manusia sangat penting karena manusia tidak dapat ditiru oleh orang lain, sementara teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi dapat ditiru oleh orang lain, maka dalam hal ini pemberdayaan sumber daya manusia dan kompetensi sumber daya manusia menjadi sangatlah penting.

Sumber Daya Manusia atau pegawai dalam organisasi merupakan penentu bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, tujuan organisasi akan tercapai apabila pegawai memiliki kinerja yang baik. Dessler (2010:25) menyatakan bahwa dalam organisasi modern, sumber daya manusia mempunyai peran baru diantaranya: pendorong produktivitas, membuat intansi /perusahaan menjadi lebih tanggap terhadap inovasi produk dan perubahan teknologi, menghasilkan jasa pelayanan yang unggul, membangun komitmen dalam diri pegawai, dan mengembangkan serta mengimpelementasikan strategi.
Kinerja pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai merupakan bagian dari alat manajemen personalia yang dapat mendorong dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh semua pihak. Sumber daya manusia yang ada diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja pegawai pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas pegawai, karena bagaimanapun juga hal tersebut menempati posisi yang cukup strategis sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Hasil pra survei pendahuluan yang mengindikasikan kinerja pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega belum optimal. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kinerja pegawai yang didapatkan oleh peneliti :

Tabel 1.3
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kinerja Pegawai
	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu
	20
	15
	45
	10
	10

	2
	Memahami dan menguasai pekerjaan  sehari-hari
	23
	10
	40
	20
	7

	3
	Kemampuan sesuai dengan beban pekerjaan dan latar belakang pendidikan
	50
	10
	30
	5
	5

	4
	Selalu mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas
	25
	20
	40
	10
	5

	5
	Berinisiatif mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas kerja
	45
	20
	20
	10
	5


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016

	Keterangan 

	
	

	SS
	:
	Sangat setuju

	S       
	:
	Setuju

	KS      
	:
	Kurang Setuju

	TS   
	:
	Tidak Setuju

	STS 
	:
	Sangat Tidak Setuju


Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa 67% pegawai dalam bekerja kadang belum memahami dan menguasai pekerjaan yang dilakukan,  65% pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kadang tidak tepat waktu, dan 55% pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan kurang mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pihak KPP Pratama Bandung Tegallega, karena akan berdampak terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
Pegawai harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi agar nantinya didapatkan kinerja yang baik, dalam rangka ikut serta meningkatkan kinerja organisasi. Motivasi kerja di sini merupakan suatu kondisi/keadaan yang mempengaruhi seseorang untuk terus meningkatkan, mengarahkan serta memelihara perilakunya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan kerjanya (Soeroso, 2011:201).
Motivasi kerja berkaitan erat dengan upaya yang dikeluarkan oleh pegawai dalam bekerja. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu mencoba melakukan yang terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan pegawai yang memiliki motivasi kerja yang rendah adalah pegawai yang seringkali tidak mau mencoba melakukan yang terbaik, serta jarang meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaannya. 
Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai motivasi yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.4
Penelitian Pendahuluan Mengenai Motivasi
	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Tantangan dalam pekerjaan membuat saya tidak merasa bosan dalam bekerja
	20
	10
	40
	20
	10

	2
	Saya dapat bekerja dalam satu kelompok dengan pegawai lain
	50
	10
	30
	5
	5

	3
	Saya bangga  mendapat tanggung jawab dari pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya
	60
	20
	10
	10
	0

	4
	Komunikasi yang terbuka membuat saya dapat bekerja dengan baik
	45
	20
	20
	10
	5


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016
Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa 70% pegawai menilai dalam bekerja kadang merasa bosan, karena tidak ada tantang dalam pekerjaan. Masalah tersebut menyebabkan kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja, sehingga secara langsung hal ini akan membawa dampak terhadap kinerja para pegawai yang akan menghasilkan mutu pelayanan yang rendah. Mutu pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja para pegawai.

Disiplin pegawai merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan efektivitas pegawai negeri sebagai aparatur negara. Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan fungsi pegawai tanpa ditunjang dengan disiplin tinggi maka pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik, bahkan mungkin gagal. Menurut Wirawan (2010:138) disiplin merupakan sikap dan perilaku kepatuhan terhadap peraturan organisasi, prosedur kerja, kode etik, dan norma budaya organisasi lainnya yang harus dipatuhi dalam memproduksi suatu produk dan melayani konsumen organisasi.

Salah satu indikator kedisiplinan adalah tingkat kehadiran dari pegawai. Adapun tingkat kehadiran pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega selama tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 1.5 sebagai berikut :
Tabel 1.5
Tingkat Kehadiran Pegawai

	No
	Seksi
	CT
	I
	X
	SC
	TLB
	PSW
	∑

	1
	Sub bagian Umum
	84
	1
	0
	0
	17
	6
	108

	2
	Seksi PDI
	100
	1
	0
	1
	31
	11
	144

	3
	Seksi Pelayanan
	80
	8
	0
	1
	29
	18
	136

	4
	Seksi Ekstensifikasi
	55
	0
	0
	0
	     9
	10
	74

	5
	Seksi Pemeriksaan
	4
	2
	0
	0
	15
	0
	21

	6
	Seksi Penagihan
	20
	1
	0
	1
	12
	4
	38

	7
	Seksi Pengawasan & Konsultasi I
	109
	0
	0
	0
	7
	9
	125

	8
	Seksi Pengawasan & Konsultasi II
	51
	0
	0
	0
	23
	3
	77

	9
	Seksi Pengawasan & Konsultasi III
	64
	5
	0
	2
	49
	9
	129

	10
	Funsional
	96
	1
	0
	6
	55
	34
	192

	Jumlah 
	663
	19
	0
	11
	247
	104
	1044


Sumber : Laporan Ketertiban Pegawaian KPP Pratama Bandung Tegallega, 2015
	Keterangan 

	
	

	CT 
	:
	Cuti Tahunan

	I        
	:
	Ijin

	X      
	:
	Tidak hadir tanpa alasan yang sah

	SC    
	:
	Sakit Dengan Keterangan Surat Dokter

	TLB    
	:
	Terlambat

	PSW 
	:
	Pulang Sebelum Waktunya


Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa frekuensi pegawai yang terlambat masih tinggi  sebanyak 247 dalam setahun sedangkan yang pulang sebelum waktunya sebanyak 104  dalam setahun.  
Data di atas diperkuat dengan hasil pra survei pendahuluan yang mengindikasikan disiplin pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega belum sepenuhnya disiplin. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai disiplin pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.6
Penelitian Pendahuluan Mengenai Disiplin Kerja
	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Selalu  mempergunakan waktu untuk kerja seefektif mungkin
	60
	10
	20
	10
	0

	2
	Selalu  menggunakan waktu istirahat sesuai dengan peraturan 
	20
	10
	40
	20
	10

	3
	Menguasai  Standar Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan 
	20
	16
	50
	14
	0

	4
	Sanksi yang diberikan oleh organisasi memenuhi rasa keadilan
	15
	25
	45
	10
	5


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016
Hasil pra survei menggambarkan bahwa disiplin pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega belum sepenuhnya disiplin, terlihat dari 60% pegawai kurang bisa menggunakan waktu istirahat sesuai dengan peraturan yang berlaku di kantor, 60% pegawai menilai sanksi yang diberikan oleh organisasi dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan.
Dalam penegakan disiplin KPP Pratama Bandung Tegallega berkaitan langsung dengan pemberikan kompensasi atas prestasi yang telah mereka lakukan, baik itu kompensasi berupa finansial maupun kompensasi yang bersifat non-finansial. Ketika pegawai melakukan hal yang indisipliner maka organisasi melakukan tindakan disiplin berupa sanksi pengurangan kompensasi. 

Kompensasi diberikan kepada pegawai negeri merupakan,  penghargaan atas prestasi kerjanya sebagai sebagai abdi Negara. Kompensasi yang tinggi pada seorang pegawai diharapkan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari pegawai yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi/rendahnya produktivitas kerja pegawai yang bersangkutan. 
Pemberian Kompensasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan , telah dilakukan berdasarkan peringkat jabatan (job grade) yang menjadi dasar pemberian kompensasi di Departemen Keuangan yang dikenal dengan istilah Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). 

Pemberian kompensasi TKPKN terkait langsung dengan disiplin kehadiran dari pegawai. Dalam hal pegawai terlambat atau pulang sebelum waktunya dari jadwal waktu kerja yang ditetapkan maka pegawai akan dikenai sanksi berupa pemotongan TKPKN. Setiap keterlambatan atau pulang cepat  dengan alasan apapun dipotong sebesar antara 0,5 % sampai dengan 2,5% sedangkan ketidak hadiran dipotong 5% 

Berdasarkan uraian diatas walapun sudah ada peningkatan remunerasi dengan tambahan take home pay berupa TKPKN namun masih ada beberapa target pekerjaan yang belum tercapai, pegawai yang terlambat dan pegawai pulang cepat perlu menjadi perhatian dari organisasi untuk melakukan pengawasan terutama oleh pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi  perlu mengkaji kembali masalah-masalah yang timbul dalam situasi kerja, penyebah pegawai  menunjukkan perilaku yang negatif misalnya tidak bekerja sesuai standard operating prosedur, menunda pekerjaan, tidak melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi wewenang dan tugasnya, dalam keadaan seperti ini maka motivasi diperperlukan. 
Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kompensasi yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.7
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kompensasi

	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Sistem insentif yang diterapkan dapat memberikan kepuasan 
	30
	10
	40
	10
	10

	2
	Sistem tunjangan jabatan yang diterapkan dapat membantu 
	40
	30
	20
	10
	0

	3
	Sistem pemberian uang lembur yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan 
	20
	30
	40
	10
	0

	4
	Pimpinan memperlakuan saya dengan baik
	40
	20
	25
	10
	5


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016
Hasil pra survei menggambarkan bahwa kompensasi yang diterima pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega khusunya kompensasi finansial belum sepenuhnya baik, hal ini terlihat dari 60% pegawai menilai sistem insentif yang diterapkan belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan, dan 50% pegawai menilai sistem pemberian uang lembur yang diberikan kurang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Keadaan-keadaan di atas, diduga terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan motivasi yang belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, jelaslah bahwa faktor manusia menjadi titik tolaknya, faktor manusia yang dimaksud peneliti adalah disiplin kerja, kompensasi, dan motivasi pegawai yang melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan rencana, karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberdayaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan tesis dengan judul : “Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega”.  
1.2.  

Identifikasi dan Rumusan Masalah
Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup didalam penelitian terhadap disiplin kerja, kompensasi, motivasi dan kinerja pegawai. 
1.2.1  
Identifikasi masalah

Modernisasi di bidang perpajakan telah memberikan dampak yang positif terhadap  penerimaan APBN yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan terhadap pencitraan DJP yang bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good government)  namun sejalan dengan program modernisasi yang telah dijalankan banyak permasalahan yang harus dihadapi terutama dalam rangka meningkatkan indeks prestasi dari KPP Pratama Bandung Tegallega yang indikator keberhasilannya tidak hanya berupa pencapaian target penerimaaan namun juga tingkat pertumbuhan dan pemberian pelayanan terhadap Wajib Pajak.
     
Masalah yang harus dihadapi oleh KPP Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut :

1. Disiplin pegawai masih rendah, terhadap waktu bekerja yang telah ditentukan oleh kantor. 
2. Para pegawai masih ada yang tidak dapat memanfaatkan waktu kerja secara efektif dan efisien.

3. Pegawai belum memahami visi dan misi DJP sehingga dalam menjalankan tugas hanya terbatas pada kewajiban.
4. Kurangnya peran pimpinan langsung untuk lebih progresif dan aktif dalam memberikan peringatan dengan konsekuensi memberikan sanksi-sanksi bagi para pelanggar disiplin baik secara lisan atau tertulis.
5. Kompensasi jenjang karier yang akan diperoleh tidak jelas dan terbatas pada kenaikan pangkat secara formal saja.
6. Ketidak pahaman pegawai terhadap komitmen organisasi dalam  mengelola sumber daya terbaiknya.

7. Kurangnya motivasi pegawai untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan bagi masyarakat.
8. Penggunaan waktu yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas.
9. Bekerja belum sesuai dengan standar yang ditentukan .
10. Kurang memahami tugas dan kewajibannya dengan baik.

1.2.2
Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 
1. Bagaimana kompensasi dan disiplin kerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

2. Bagaimana motivasi kerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Bagaimana kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap motivasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
5. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
6. Seberapa besar pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap motivasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
7. Seberapa besar  pengaruh motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
1.3.   Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kompensasi, disiplin kerja, motivasi dan kinerja pegawai yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui dan menganalis :

1. Kompensasi dan disiplin kerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

2. Motivasi kerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3. Kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

4. Besarnya pengaruh kompensasi terhadap motivasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

5. Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

6. Besarnya pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap motivasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

7. Besarnya pengaruh motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.4.  Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu, dan dalam bidang sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan  disiplin kerja, kompensasi dan motivasi  terhadap  kinerja pegawai.

2. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan di program pascasarjana dengan mengaplikasikan keadaan sebenarnya di lapangan khususnya dalam penerapan ilmu manajemen sumber daya manusia mengenai disiplin kerja, kompensasi, motivasi dan kinerja pegawai.

3. Bagi Program Magister Manajemen Universitas Pasundan, penelitian ini akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan atau referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.
1.4.2    Manfaat Praktis

1. Bagi institusi, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali terhadap manajemen kinerja pegawai, disiplin, motivasi, dan kompensasi.

2. Bagi para peneliti, sebagai salah satu bahan kajian empirik dan memberikan solusi dalam pemecahan suatu masalah empiris yang didukung dengan teori yang mendukung sehingga dapat memberikan pola pikir yang terstruktur dalam memecahkan suatu permasalahan terutama menyangkut Sumber Daya Manusia, khususnya mengenai kinerja pegawai, disiplin, motivasi, dan kompensasi.
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